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RINGKASAN

Tesis ini mengkaji kendala penerapan asas retroaktif dalam penanganan
pelanggaran HAM berat, dengan menggunakan kasus Timor-Timur Tahun 1999
sebagai studi kasus utama, serta melakukan analisis perbandingan terhadap
kedudukan Indonesia dan Jepang dalam meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang
Mahkamah Pidana internasional (international Criminal Cpurt/ICC). Penelitian ini
lahir dari adanya kesenjangan normative dalam sistem hukum indoensia, di mana
pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menempatkan larangan retroaktif sebagai hak yang tidak dapat
dikurangi (non-derogable), namun di sisi lain UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM justru memberlakukan asas retroaktif melalui mekanisme
Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat, dan bagaimana
penanganan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998.

Pada bagian kerangka teoritis, tesis ini membangun argumentasi melalui
konsep keadilan transisional (transitional justice) sebagaimana dikembangkan oleh
Ruti G. Teitel, yang memandang keadilan dalam masa transisi politik sebagai
paradigma hukum yang transformatif, berbeda dari fungsi hukum yang bisa
menciptakan ketertiban dan stabilitas. keadilan transisional dijelaskan melalaui
empat pilar, yakni pencarian kebenaran, penuntutan terhadap pihak yang
bertanggung jawab, reparasi nagi korban, dan reformasi institusi. Penulis secara
khusus menegaskan bahwa keempat pilar tersebut, dalam praktik di Indonesia, tidak
selalu berjalan saling melengkapi, melainkan kerap terlebih menjadi dua instrument
yang saling bersaing. Instrument yudisial yang dipresentasikan oleh Pengadilan
HAM ad hoc berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan asas retroaktif sebagai
dasar hukumnya, dan instrument non-yudisial seperti Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) serta Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang
Berat (TIM PPHAM). Argument ini diperkuat dengan analisis terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-1/2003, yang menegaskan bahwa asas
retroaktif hanya dapat dibenarkan secara kontitusional untuk pelanggaran HAM
berat dan tidak berlaku bagi kejahatan biasa (ordinary crime) seperti terorisme,
serta Putusan Nomor 006/PUU-1V/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun
2004 tentang KKR. Kedua putusan tersebut digunakan penulis untuk menunjukkan
bagaimana Mahkamah Konstitusi, di satu sisi memperkuat legitimasi instrument
yudisial, namun di sisi lain justru melemahkan instrument non-yudisial yang
seharusnya bersifat komplementer dalam kerangka keadilan transisional yang utuh.



Metode penlitian dalam tesisi ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang
berlaku, bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum tertulis, tanpa
membahas penerapan hukum di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat teoritis,
dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap UU Nomor
39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000, pendekatan kasus (case approach)
terhadap kasus Timor-Timur Tahun 1999, pendekatan perbandingan (comperative
approach), antara Indonesia dan Jepang, pendekatan konseptual (conceptual
approach), serta pendekatan histori (historical approach).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum
primer berupa UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun
2000, dan Statuta Roma 1998. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan
artikel hukum dari para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan
ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum
dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan memaknai bahan hukum yang
telah dikumpulkan berdasarkan dukungan teori-teori yang relavan untuk kemudian
ditarik Kesimpulan.

Bab II tesis ini menguraikan secara mendalam pengaturan asas retroaktif
dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, mulai dari UUD NRI
1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 39 Tahun 1999,
hingga UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penulis menemukan
adanya kesenjangan normative antara larangan retroaktif yang bersifat absolut
dengan kebutuhan praktis untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu,
sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-
1I/2004 yang menafsirkan bahwa penerapan asas retroaktif terhadap gross
violations of human rights tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebagai studi
kasus, tesis ini menganalisis secara rinci pelanggaran HAM berat yang terjadi di
Timor-Timur pasca jejak penadapat 30 Agustus 1999, yang mencakup pembunuhan
massal, penyiksaan, kekerasan berbasis gender, penghilangan paksa, dan operasi
pembumihangusan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi Bersama apparat
keamanan. Penulis mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan kasus ini
melalui Pengadilan HAM ad hoc, antara lain kelemahan substansi undang-undang,
keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, kesulitan pembuktian akibat
rentang waktu yang panjang sejak peristiwa terjadi, serta praktik impunitas yang
terus berlangsung.

Bab Il mengalihkan fokus pembahasan pada pengaturan pelanggaran HAM
berat dalam Statuta Roma 1998, yang mencakup empat kategori kejahatan pokok
dalam yurisdiksi ICC, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan
perang, dan kejahatan agresi. Penulis secara hipotesis menganalisis bagaimana
kasus Timor-Timur dapat diproses melalui mekanisme ICC, meliputi tiga jalur
investigasi yang dimungkinkan oleh Statuta Roma yakni rujukan negara pihak
(Pasal 13 huruf a), rujukan Dewan Keamanan PBB (Pasal 13 huruf'b), dan inisiatif



jaksa (Pasal 13 huruf ¢ dan Pasal 15), beserta kelebihan dan kelemahan masing-
masing mekanisme tersebut dikaitkan dengan dinamika politik internasional.
Bagian penting lain dari bab ini adalah analisis perbandingan (comparative
analysis) antara Indonesia dan Jepang dalam hal ratifikasi Statuta Roma. Jepang
telah meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak ICC, sehingga memiliki
akses penuh terhadap mekanisme keadilan internasional, sekalipun penrapan asas
retroaktifnya dalam hukum nasional bersifat lebih terbatas. Sebaliknya, Indonesia
hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma meskipun telah mengakui dan
menerapkan asas retroaktif melalui hukum nasionalnya, sehingga mekanisme
akuntabilitas internasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam
penanganan pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor-Timur.

Pada bagian penutup, tesis ini menyimpulkan bahwa pengaturan asas
retroaktif dalam sistem hukum Indonesia merupakan pengecualian terhadap prinsip
legalitas yang pada dasarnya melarang pemberlakuan hukum secara surut, dan
pengecualian ini hanya dapat dibenarkan secara konstitusional untuk pelanggaran
HAM berat. Meskipun demikian, penerapannya dlam praktik masih menghadapi
berbagai kendala structural dan substansial yang menghambat tercapainya keadilan
bagi korban. Di sisi lain, Statuta Roma 1998 menyediakan kerangka hukum
internasional yang komprehensif melalui prinsip pertanggungjawaban pidana
individual dan prinsip komplementaritas, namun ketidakikutsertaan Indonesia
sebagai negara pihak membuat mekanisme tersebut belum dapat diakses secara
penuh. Atas dasar temuan tersebut, penulis menyarankan agar pembentuk undang-
undang melakukan penyempurnaan terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 supaya
lebih selaras dengan perkembangan hukum pidana internasional, serta mendorong
pemerintah untuk mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma 1998 sebagai
Langkah strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, memperluas akses
terhadap mekanisme keadilan transisional, dan mewujudkan akuntabilitas yang
lebih bai katas pelanggaran HAM berat di Indonesia.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Asas Retroaktif, Pelanggaran HAM Berat, Timor-Timur

Tesis ini mengkaji kendala penerapan asas retroaktif dalam penanganan
pelanggaran hak asasi manusia berat, dengan kasus Timor-Timur 1999
sebagai studi kasus utama, serta melakukan analisis perbandingan
kedudukan Indonesia dan Jepang terhadap ratifikasi Statuta Roma
1998. Penelitian in1 dilatarbelakangi oleh ketegangan normatif antara
larangan retroaktif sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-
derogable rights).

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal
4 UU Nomor 39 Tahun 1999, dengan penerapan asas retroaktif melalui
Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000.
Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kendala asas retroaktif
dalam sistem hukum Indonesia dikaitkan dengan penanganan
pelanggaran HAM berat diatur dalam Statuta Roma 1998. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis,
serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas retroaktif merupakan
pengecualian konstitusional yang hanya dapat 013/PUU-1/2003, namun
penerapannya masih menghadapi kendala structural dalam praktik
Pengadilan HAM ad hoc. Sementara itu, Statuta Roma 1998
menyediakan kerangka akuntabilitas internasional yang komprehensif,
tetapi belum dapat akses secara optimal oleh Indonesia karena belum
meratifikasinya. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan UU
Nomor 26 Tahun 2000 dan pertimbangan ratifikiasi Statuta Roma guna
memperkuat penegakan HAM di Indoneisa.
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ABSTRACT

Keywords: Retroactive Principle, Gross Human Rights Violations, East
Timor

This thesis examines the obstacles to applying the retroactive principle in handling
gross human rights violations, using the 1999 East Timor case as the primary case
study, with a comparative analysis of Indonesia's and Japan's positions on ratifying
the 1998 Rome Statute. The research is motivated by the normative tension between
the prohibition of retroactivity as a non-derogable right under Article 281
paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 4 of Law Number 39 of 1999,
and the application of the retroactive principle through the ad hoc Human Rights
Court under Law Number 26 of 2000.

The issues examined are how this obstacle relates to the handling of gross human
rights violations within Indonesia's legal system, and how such violations are
regulated under the 1998 Rome Statute. This research employs a normative legal
method using statutory, case, comparative, conceptual, and historical approaches,
analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings show that the retroactive principle is a constitutional exception
applicable only to gross human rights violations, as affirmed in Constitutional
Court Decision Number 013/PUU-1/2003, although its implementation still faces
structural obstacles in the practice of the ad hoc Human Rights Court. Meanwhile,
the 1998 Rome Statute provides a comprehensive international accountability
framework, yet it remains inaccessible to Indonesia due to its non-ratification. This
research recommends improving Law Number 26 of 2000 and considering
ratification of the Rome Statute to strengthen human rights enforcement in
Indonesia.
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